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e BUPATI BOALEMO,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaloka31an keglatan yang

bersumber dari Alokasi Dana Desa sebagaumana

disebutkan dalam pasal 96 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu diatur Tata
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b i Evaluasi Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Daerah
dan Retribusi Daerah Tahun 2019;
b. bahwa dalam rangka penyaluran Alokasi Dana Desa
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sebagaimana disebutkan dalam pasal 99 ayat (2)

i ———

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan étas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun .2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor & Tahun 2014 Tentang Desa, perlu

‘diatur - Tata Cara Pengalokasian, Pengunaan,

R R A

Eoanan G Pemantauan, Evaluasi Alokasi Dana Desa dan
3 £ :

e - Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah Tahun
2019;




c. bahwa berdasarkan 'perti.mb_angan- sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
' mehetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pengalokasian, Pengorganisasian, Pengunaan,
Pengawasan, Evaluasi Alokasi Dana Desa dan
Pendapatan Daerah Dan’ Retribusi Daerah Tahun
- - 2010, )

‘Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang
: ' Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan
Lembaran ‘Negara  Republik Indonesia  Nomor
3899},sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang
Pembentukén Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara
' Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan

- Lembaran Negara-Republik Indonesia Nomor 3965);

2.. '_Un'dang—'Undan_g Nomor 17 Tahun 2003 tentang

o Keuangah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286); 7

3. UndangmUndang ‘Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 11idonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400j;

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
‘Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan .Retrib'usi Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052};
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'UndaﬁgéUndang Nomor - 12 Tahun 2011 tentarig -

P_embentukan . Peraturan Perundang—Undangari .-
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan . Lembaran Negara Reptiblik

Indonesia Nomor 5233),

'Undang~Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa .

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 - Tambahan Lembaran Negara Repubhkf
Indonesia Nomor 5495), : '

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan |

Lembaran Negara Republik Indonesw. Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah - beberapa- kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 'Tah_un 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentahg Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Republik "Indonesia Tahun' 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonema Nomor
5679); _

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana ~ Perimbangan {Lembaran Negara Republik
Indonesia - Tahun 2005 " Nomer 137, Tami)ahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575
Peraturan Pemerintah NomOr: 58 Tahun 2005 tentang |
Pengelolaan Keuéngan Daerah (Lembaran Negara'
Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 14{) Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonema Nomor 4578)
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14.
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Peraturan Pemermtah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang—Undang Nomor 6' '_
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran.
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas =Pe'r':;ltz.u"an
Pemerintah Nomor 43 Tahun '2'014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 _

Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembéran Negafa '
Republik Indonesia Nomor 5717); ' _
Peratﬁrah Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

E Dana Desa yang bersumber dari Anggaran -Pendapatan

dan Belanja Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah

diubah. dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 60 Tahun
2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nega.ra (Lembaran Negara
Repubhk IndoneSIa Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5694);.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006-_
tentang Pedoman Pengelolaan Keuanga.n Daera_h_,
sebagaimana  telah diubah beberapa kali terakhir |
dengan Peraturan Menten Dalam Negerl Nomor 21_.

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan .

* Meriteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

_ Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Benta Negara- .

Repubhk Indonesia Tahun 2011 Nomor 310),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); -
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor




16.

17.

18..

20.

21.

1 'Tahun 2015 tentang Pedoman = Kewenangan

Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskaila__'

Desa ( Berita Negara Republlk Indonesxa Tahun 2015 |
Nomor 158); | | | |
P_erat_uran Menteri Desa Pembangurian Daerah

Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor

- 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan

‘Mekanisme Pengambilan" Kepu’t’usan Mu“syawarah Desa

{ Berita Negara Repubhk Indones1a Tahun 2015 Nomor

'159),

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 80 ’I'ahun 2015
tentang Pernbentukan - Produk  Hukum .Daerah,
sebagaimana telah ‘diubah dengan -Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
'Penibaha.n Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor.

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Benta Negara Repubhk Indonesia Tahun 2018

- Nomor. 157)

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Benta Negara'

' Republiklndonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19.

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun

2004 tentang Tranéparansi-. Pelayanan Publik dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Boalemo

_ (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo “Tahun 2004

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten.
Boalemo Nomor 111); |
Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor. 7 Tahun
2004 - tentang  Partisipasi Masyarak_at ' ._dalam

Penyelenggaraan Pembangunan dan 'Prdses Kebijakan

'Publik di Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah

Kabupaten Boalemo Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 112 |

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun
2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah. Kabupaten
Beoalemo Nomor 158 );
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Menetapkan

. MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG TATA CARA
 PENGALOKASIAN, PENGORGANISASIAN,
' PENGGUNAAN, PENGAWASAN, EVALUASI ALOKASI
'DANA DESA DAN PENDAPATAN DAERAH DAN

. 'RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Boalemo
2. . Bupati adalah Bupati Boalemo.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Boalemo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai
perangkat daerah kabupaten.
S. Desa adalah kesétuan masyarakat hukum yang

memiliki batas-batas wilajah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa yang 'mengatur dan
mengurus .kepentingah ma_s_varakat setempat asal
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan -_-__Negara

Kesatuan Republik Indonesia.




10.

11.

12,

13.

14,

Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat
de-sa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan B
désa. | | | | |
Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang =

merupakan perwujudan  demokrasi  dalam __

_ penyelenggaraan pemerintahan desa sebaga1 unsur

penyelenggara pemermtah desa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah
lembaga yang di bentuk oleh masyarakat atau ': _
pemerintah desa yaﬁg sesuai dengan kebutuhan
dan merupakan mitra pemerintah desa dalam
memberdayakan masyarakat..

Bendahara Desa adalah . perangkat ‘desa yang .
dltunjuk oleh Kepala desa untuk menenma,
menyimpan, _ menyetorkan,
menatausahakan,membayarkan ) dana serta
mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam -
rangka pelaksanaan APBDesa. |
Pelakséna "I-‘cknis Pengeldlaén Keuangaﬁ Desa yang
selanjutnya disingkat PTPKD adalah liﬁsur ;
perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk.
n:l'élaksanakan pengelolaan keuang_an desa.

Pajak. 'Daerah, yang -selahj.utnya disebut Pajak
adalah- juran wajib yang dilakukan oleh orang

‘pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan o

langsi;hg yang seimbang, yang dapat dipaksakanf
befdaéark_an peraturan' pérundang~undanga,n yang
berlaku, - yang digunakan untuk membiayai_"
penyelenggaran pemeritah . daerah dan
pembangunan daerah. |

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagal )
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang'
pribadi atau badan - -
Dana Perimbahgan adalah dana yang bersui’nb_er'- :
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja' Negaré yang -

dialokasikan kepada Daerah untuk membiayéi"'




15.

16.
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_kebutuhan -~ daerah  dalam pelaksanaan

desentrahsa51 _
Anggaran Pendapatan dan “Belanja Desa yang .
selanjutnya disebut APBDesa adalah anggaran

tahunan Pemerintahan Desa yang dlbahas dan

~disetujui bersama oleh Pemenntah Desa dan Badan .-

Pennusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan R
Peratiiran Désa. _

Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD'édaiah :
Dana _APBD Kabupafeh' Boalemo yang dialokasikan

kepada Pemerintah Desa dalam behmk Bantuan

 Keuangan Kepada Desa untuk menyelenggarakan

‘Otonomi Desa agar dapat tumbuh dan berkembang

berdasarkan _keanekaragaman partisipasi, otonomi

asli, demokratisasi dan pemberdayaan 'masyarakat. |

Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar
_pelé.ksanaan,' perencanaé_n, | penelitién,
_pengembangan, - bimbingan, '.pendidikan ~dan
'pelétihar'l, korisultasi; supervise pelaksanaan

_ penye_lenggaran Pemerintahan Desa.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian.

fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada

~masyarakat pedesaan dalam memanfaatkan sumber

daya alam secara lestari. | _
Pembangunan - adalah upaya untuk melakukan

pro_ses prubahan dan perbaikan disegala bidang |

- kepentingan masayarakat kearah yang lebih baik.

Pemeliharaan adalah kegiatan penanganan yang :
berupa penc_egaihan, perawatan dan perbaikan yang
diperiukan untuk mempertahankan - kondisi agar
tetap berfungsi secara optunal |

Rehab adalah ~ kegiatan - penanganan keg1atan |
terjadinya kerusakan yang luas dan setiap
kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain,

yang berakibat menurunnya konsisi kemantapan = -

pada- baglan/ tempat tertentu dengan kondisi rusak

ringan agar penurunan Kkondisi kemantapan




tersebut dapat dlkembahkan pada kond1s1 yang baik
‘dan ¢ sesua.l

' 22. Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah yang

: selanjutnya disebut PDRD -adalah 'Pungutan oleh
1. - daerah yang merupakan salah ‘satu hak daerah

. - dalam menyélenggaraka_n otonomi daerah.

| | - BAB 11

| | TATA CARA PENGALOKASIAN

| Bagian kesatu

| Pengalokasian Alokasi Dana Desa

| : Pasal 2

\ ,

| (1} ADD untuk setiap Desa ditentukan dengan
menggunakan rumus berdasarkan:

a. Azas Merata yaitu besarnya bagian ADD yang sama
untuk setiap desa, yang selanjutnya - disebut
Alokasi Dana Desa Minimal (ADDMj); dan

b. Azas Adil yaitu besarnya bagian ADD berdasarkan
Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan
rumus dan variabel tertentu yang selanjutnya

" disebut Alokasi Dana Desa Proporsionél (ADDP).

(2) Ketentuan sebagaimana pada ayat (1) huruf a dan
huruf b, maka besarnya Alokasi Dana Desa { ADDx)
terdiri dari dua komponen:

a. Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM);
b. Alokasi Dana Desa Proporsional { ADDP)

ADD = (ADDM+ADDP)

(3) Alokasi Dana Desa setiap desa sebagaimana

“dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b,

presentase perbandingan ditetapakan:

a. Alokasi dana Desa Minimum ditetapkan sebesar
0% dari jumlah ADD keseluruhan.

b. Alokasi Dana Desa Proporsional ditetapkan

sebesar 10% dari jumlah ADD keseluruhan.




b. KV'Jumléh'_Penduduk |
~Jumlah Penduduk Desa
Jumlah Penduduk Desa Se-Kab

c. KV Luas Wilayah
Luas Wilajrah Desa
Luas Wilayah Desa Se-Kab.’

d. KV Indesk Kesulitan Georafis
- Indeks Kesulitas Georafis Desa
- Indeks Kesulitas Georafis Desa se- Kab

(3) Variabel. sebagamlana disebutkan dalam pasal 3 ayat ”

(2) d1tentukan sebagai berikut:.

& Variabel | Notasi - N@_ta#i__ Angka
| "Varaibel | Bobot | Bo_bot'
Kemiskinan ' V1 1 al | 0,35
Jumiah 1 v2. a2 | 0,25
Penduduk ' : ' B
Luas wilayah desa| ~ V3~ |- a3 0,10
Indeks Kesulitan v4 a4 0.30
Geografis
__Jumiah ' - . |. 1,00

b. Data Variabel Kemiskinan, Jumlah Penduduk,
data, luasl wilayah dan Indeks Kesulitan G'eograﬁs -
sebagalmana dimaksud pada ayat (3) bersumber" o

-~ dari Dinas Catatan Slpﬂ dan Kependudukam dan__ -
Badan’ Pusat Statistik Kabupaten Boalemo o |

BAB III ;.
PENGORGANISASIAN

_ L Pasal 4 o

{1 Délam pengelolaan ~ Alokasi Dana Desa dapat
dibentuk organisasi yang terdiri dari Tim Koordinasi
Kabupaten, Tim Asistensi Kabupaten dan Tim °
Pendamping Kecamatan yang dltetapkan dengan

keputusan Bupati.




2 Organisasi Desa dapat membentuk- Tim Péléksa_na.
Teknis Pengelola Keuangan Desa yang dltetapkan |
dengan Keputusan Kepala Desa. |

(3) Tim Koordinasi Kabupaten Sebagaimana’ d1maksud :

- pada Ayat (1} dengan susunan:

a. Bupati Sebagai Pelindung / Penasehat;

Wakil Bupati Sebagai Pelindung / Pen_asehai't;:

'Sekretaris Daerah’ Sébagai Ketua;

Asisten Pemerintahan sebagai Wakil Ketua I;

o o o o

Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai -
- Wakil Ketua II; |

' 'A31sten Admlnlstra31 Umum

oo

'g. Kepala Dinas Sosial - dan Pemberdayaan :?
- . Masyarakat dan Desa sebagai Sekretans, : E

h. Staf Ahli Bidang Politk,” Hukum dan

. Pemerintahan sebageu Anggota; R -

i. Staf Ahl Bldang Ekonoml dan Pembangunan'
sebagal Anggota; I_

| j. Inspektur Daerah  Kabupaten Boalemo 'sebaga__'i

- . Anggota; L .

k. Kepala BKAD Kabupaten Boalemo sebagai-

L .Kepala BAPPPEDA Kabupaten Boalemo sebagal; '
Anggota; | | B

m. Kepala Kantor Keébangpoi'dan Linmas Kabupateﬁ_ -
| Boalemo sebagai Anggota; | _ .

n. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat

' - Daerah Kabupaten Boalemo sebaga1 Anggota, R

0. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretaﬁat -

' Daerah Kabupaten Boalemo sebagal Anggota;

p. Unsur Dinas Sosial .dan .Pembgrdayaan'
Masyarakat dan Desa Kab.Boalemo sebagai Staf
Sekretaris;

. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat
" Daerah Kabupaten Boalemo | écbagé.i_ Staf

| Sekretaris.




{4) Tim  Koordinasi Kabupaten sebagaimana ayat (3)

. mempunyai tugas:

- a. Melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap

penyelenggaraan : pemerintahan dan

pembangunah desa;

b. Melakukan pembinaan dan pengawasan yéng

meliputi :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

8)

9)

Menyusun dan: merumuskan pedoman

pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten
yang dilaksanakan oleh desa.

Merumuskan dan memberikan pedoman
penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan
Kepala Désa. _ .
Merumuskan dan memberikan pedoman
penyusunan - perer_lcanaan pembangunan
partisipatif. - |
Melakukan _fasilitési penyeienggaraan
pemerintahan dan pembanguna desa.
Melakukan evaluasi dan pengawasan
Peraturan Desa.

Mengevaluasi dan - memverifikasi rumusan
serta mekanisme penetapan dan pembiayaan
alokasi dana perimbangan untuk desa.
Mengawasi pengeldlaan keuangan _des'a'
pendayagunaan aset desa.

Melakukan pembinaan - dan p“engawasan- '
pényelenggaraan '. pemcrintahan - dan
pembanguna desa. o
Merumuskan pola - peﬁyeienggaraari .' '
pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah |
desa, ‘badan permusyawaratan - desa (BPD}, .

lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat.

~170)7Merumuskan untuk  penghargaan  atas

prestasi yvang - dilaksanakan dalé;m ,
penyelenggaraan pemerintahan, .,
pembangunan desa dan  pengelolaan

keuangan desa.

P




11) Mengkaji, merumuskan. dan _ menyu_sim -
pedoman dan upaya memacﬁ pertumbuhan
~ ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. | |
12):_Mémanfau- dén mengevaluaéi pembangunaﬁ :
usaha serta pfogram dan kegl'atan yang
_ dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa
~(BUMdes), ‘dan '
13) ‘Memberikan saran dan pendapat tentang
“bentuk sanksi atas penyimpangat yang' |
d.ilaku_kén oleh kepala desa, BPD, Lembaga |
Kemasyarakatan dan ‘Lembaga Adat sesuai
 dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
. Mengikuti -dan menghadm acara atau kegiatan
dalam kaltan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di desa; | | |
. Menyusun', -mehgkaji, merumuskan dan
mensosialisasikan pedoman . dalam
penatausaiiaan desa yang meliputi perhbentukan,
penghapusan, penggabungan, perubahan status
dan penetapan desa; .
. Menyusun dan menetapkan jenis kewenangan
yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa
yang meliputi kewenangan lokal berskala desa,
serta mengarahkan pelaksanaan keWéhangan
maupun kewenangan lain yéng ditligaskan oleh’
pemerintah pusat, pemerintah pro_irinsi dan
pemerintah kabupaten; | _ _
Memantau, mengevaluasi “serta memberikan
koreksi dan saran perbalkan atas pelaksanaan-
pemﬂlhan kepala desa (Pllkad_es), penglman'_
keanggotaan BPD dan Perangkét desa; '
Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas
efektivitas pelaksanaan musyawarah desa dan -
rapat BPD |
Memberikan saran dan pendap’at:ata_'.sl'perbaikén o

penghasilan pemerintah desa;

)




1.

:Member_ikan pendampingan kepada pemerintéh i

desa dalam menghadapi kendala penyusunan dan
| penerapan peraturan desa;

. Mengevaluasi dan memfasﬂlta31 pemerlntah desa
‘yang tidak mampu menyusun peraturan desa;

. Melakukan pengkajian dan ‘pendampingan :

' _.kepada pemermtah desa untuk menggah sumber-

sumber pendapatan asli desa yang potensial

“ namun tidak mampu direa'liSasikaJl oleh -

pemerintah desa;

Mengevaluasi dan memantau pelaksanaan

pembangunan desa dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas

hidup - sumber daya  manusia serta

_ 'penanggu'langan kemiskinan,  pembangunan
' sarana dan prasarana, pengémbangan 'potensi

' ekonom1 lokal, pemanfaatan ‘sumber daya alam

dan hngkungan secara berkelanjutan mulai dari

tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan

pengawasan;

. Mendorong desa agar dapat melakukan
kerjasama desa guna terwujudnya pengembangan
ekonomi kemasyarakatah, ketentefaman_ . dan
ketertiban, peningkatan pelayanan a_htara- desa
dan kegiatan lainnya yang lebih efektif apabila
diselenggarakan melalui kerjasama antara.desa; L

Melakukan ' evaluasi dan pengkajian. .se'rta'__ '

penyusuna pedoman | terhadap pelaksanaaﬂ

kegiatan lembaga kemasyarakatan.

(5) Tim Asistensi Kabupateh sebagaimana dimaksud

pada Ayat (1) terdiri dari:

a

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan

Pembangunan Desa Tertinggal;
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
Kepala Seksi Pembangunan Desa Tertinggal;




d.

‘Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat DSPMD

Kabupaten Boalemo 2 (dua) orang yang

membidangi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa;

(6) ’I_‘im'Asitensi Kabupaten sebagaimanadimaksud pada

ayat (5) mempunya tugas:

- a.

Mengasistensi Permohonan Penyalufan dan
penggunaan ADD; _ |

Meneruskan pencairan ADD dari Desa yang telah
memenuhi persyaratan dan menyampaiké.nnya

kepada Bupati;

Memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam -

pelaksanaan ADD;
Menyusun rekapitulasi laporan Penggunaan ADD

kepada tim Pembina Kabupaten;

{7} Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dengan susunan:

a.
b.

C.

Camat sebagai Ketua;
Sekretaris Camat sebagai wakil ketua;
Kepala - Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai

sekretaris;

. Kepala Seksi Sosial dan Kesra Kecamatan sebagai

anggota.

(8) Tim Pendamping Kecamatan sébagaimana dimaksud

pada ayat (7) mempunyai tugas:

a.
b.

Melaksanakan sosialisasi tentang ADD;
Memverifikasi, mengidentifikasi dan
merekapitulasi rencana penggunaan ADD;
Meneruskan pencairan ADD dari Desa yang telah
memenuhi persyaratan dan menyampaikannya
kepada Bupati; | :
Memfasilitasi upaya pemecahan masalah ‘dalam
pelaksanaan ADD; '
Menyusun laporan Penggunaan ADD képada tim
Koordinasi Kabupaten sebagaimana lampiran

Peraturan Bupati ini;

4




f. " Melakukan ~ pembinaan dan moﬁitoring surat -
| pertanggungjawaban penggunaan ~ADD
: sebagai_mana Perubahan Peraturan Bupati_meor
Tahun 2017 tenfang_ "Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa; | |

g. Mengkoordinir ‘penyelesaian - Surat
Pertanggﬁngjawaban'penggﬁnaa ADD.

h. Dalam hal teknis pelaksanaan verifikasi Tim _
_.Pendamping Kecamatan akan dijelaskan pada
petu’njuk. teknis yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakatan
dan Desa Kabupaten Boalemo.

(9) T1m Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan 'Desa
o sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dengan
susunan: |

‘a. Sekretaris Desa sebagai Koordinator;

b. Kepala ' Urusan Umum selaku pelaksana
kegiatan sesuai bidang; .

c. Kepaﬂa "Urusan Keuangan sebagai pélaksana
| Keuangan; |

(10} Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(9} huruf a mempunyai tugas: '

a. Menyusun dan Melaksanakan kebijakan
pengelolaan ADD; | -

b. Menyusun rancangan Peraturan Desa_"tentang
 ADD; |

¢. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti
penerimaan dan pengeluran. |

d. Menyusun Laporan Penggunaan Alokasi Dana

Desa dan menyampaikan kepada Tim

Pendampihg Kecamatan sebagaimana lampiran

- peraturan Bupati ini.

(11} Kepala Urusan Umum sebagaimana dimaksud
. pada ayat {9) huruf b mempunya tugas:
a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang

menjadi tanggung jawabnya;

<




+ ¥,

b. niélaksana’kein kegiatan dan/atau ber.sam'a'_:'.
Lembaga Kemasyarakatan Desa . yang telah -
ditetapkan di dalam ADD; | o

Gy '.melakukén tihdakén*"-'péngeluafan yang
ményebabkan atas béban anggaran belanja

kegiatan; - . |

d. mengendahkan pelaksanaan keglatan

e melaporkan perkembangan pelaksanaan _

. keglatan kepada Kepala Desa; dan

“f, menylapkan dokumen anggaran atas beban -
~ pengeluaran pelaksanaan kegiatan. - '
(12) . Kepala Urusan Keuangall' _Desa: sebagaimana -
dimaksud ‘pada ayat (9) huruf ¢ mempunyai -
ngas: | | |
a. Bersama Kepala D'esa_ -_membﬁka'_ Rekening
Giro/Tabungan atas nama Pemerintah Desa
yang bersangkutan. ” o
b. Menerima, Menyimpan, menyetorkan /-
__rnembayar, ' menatausahakan = dan
_mempertanggungawabkan penérimaén, .
pendapatan -  Desa . dan pengeluaran -
pendapatan Desa dala_m rangka pelaksanaan
ADD.

BABIV
PENGGUNAAN
Pasal 5

(1} Alokasi '._Dana Desa ‘dan Pendapatan .Daerah dan -

Retribusi Daerah' diterima Desa yang dialokasikan
untuk digunakan: N |
a. Bldang Penyelenggaraan Pemermtahan Desa '
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bldang- :
Pembangunan Desa, dan Bidang Pemberdayaan .
- Masyarakat Desa.
b. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat o

Desa menggunakan Penghltungan.

;




_1')-ADD yang berjumlah kurang dari = Rp.

500.000.000: (lima ratus juta rup1a.h)'_
- digunakan inaksimal 60% (enam puluh_' |
perseratus); | |
2) ADD yang beljumlah Rp 500 000.000,- (li__ma

ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.

700.000.000 (tujuh ratus juta . rupiah) .
digunakan méksimai 50% (iima puluh
~ perseratus); ) o |
3) ADD yang berjumlah lebih dari  Rp.
700.000.000 (tujuh ratus juta ru_piah)-sampai '
dengan Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta
rupiah) dlgunakan mak31mal 40% (empat :

puluh perseratus), dan

4) ADD  yang ber]unﬂah_.‘le‘bih': dari  Rp..

2).

3),

4

5)

900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)

digunakan maksimal 30% (tiga puluh

_perseratus). o o
’I‘unjangan Operaswnal Kepala Desa, Perangkat
Desa dan BPD.

‘Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat

‘Desa sebagaimana dimaksud pada paisal o ayat.

(1) huruf b adalah:

1) Kepala Desa

2} Sekretans Desa palmg sed1k1t 70% (tu]uh

puluh perseratus) dari Pengahasﬂan Tetap '
Kepala Desa per bulan; dan
3} Perangkat Desa selain Sekrétaris DeSa paliﬁ_g |
sedikit 50% (lima puluh perseratus} dari

penghasilan kepala Desa per bulan

Besaran  Penghasilan _Tetap_, Tun_]angan o |

Operasional Kepala Desa, Perangkat Desa dan -
BPD dituangkan dalam APBDes;

Dalam hal Pembinaan generasi muda tingka’_c-
desa, pemerintah desa dapat menga_nggai‘kah ;
biaya pembinaan pemuda untuk menunjang

kegiatan kepemudaan di = desa‘  sepanjang

P




6)

7)

8)

kegiatan tersebut bersifat positif, kreatif -dan
tidak bernuansa politik . _
Dalam hal Peningkatan kapasitas Aparatur
Pemerintahan desa, dapat mengaﬁggarkan
biaya pendidikan tingkat sarjana bagi aparatur
desa setempat, berupa pembayaran SPP kepada
penyelenggara pendidikan, ketentuan lebih
lanjut akan diatur dalam Keputusah Bupati
tentang Petunjuk tekhnis. _

Dalam hal peningkatan kapasitas aparatur
desa, pemerintah desa dapat menganggarkan
biaya bimtek dan / atau pelatihan te'r.hadap
aparat desa . _
Dalam hal penyediaan mobiﬁtas darat _bagi
kelancaran operasional desa, pemerintah desa
dapat menganggarkan pembelian kendaraan
roda dua .

Dalam hal penyediaan fasilitas umum,
pemerintah desa dapat menganggarkan belanja

pengadaan tanah bagi desa .

~ Bagian Kedua

Bantuan Keuangan Khusus

Pasal 6

(1) Bantuan Keuangan Khusus digunakan untuk

insentif lembaga kemasyarakatan yaitu :

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;

[
.

[
.

=m0 a0 g

Pembantu Pembina Keluarga Berencana De.sa;
Kader Posyandu;

Dasawisma;

Pemangku Adat;

Imam Jama’ah;

Guru Taman Pengajian Alquran;

. Pendata;

Guru Sekolah Minggu;
Mangku;

Guru Pesantian




1. Pengelola Perpustakaan Desa
m. Péngeloid Dusun Pintar

(2) Besaran Insentif Lembaga Kemasyarakatan
dituangkan.dalam APBDes |

| Pasal 7
Besaran sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat _(4) dan
pasal 6 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Boalemo.

Pasal 8 .
Pelaksanaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa harus
dapat dipertanggungjawabkan ‘oleh Kepala Desa yang
disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan

Desa.

BABV
PENYALURAN
Pasal 9

(1) Dalam rangka penyaluran Alokasi Dana Desa, .Kepala
Desa mengajukan Permohonan kepada Bupati Boalemo ‘_
Cq. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat dan desa Kabupaten Boalemo melalui
Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim
Pendamping Kecamatan; ' o -

(2) Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Mas_yafakat
dan Desa akan menyampaikan Telaahan Staf ke
Bupati Boalemo untuk mendapat Peréefujuan?
Pencairan Alokasi Dana Desa se-Kabupaten Boalemo;

(3) Telaahan Staf sebagaimana dimaksud pada'pasal_ 9
ayat (2) telah disetujui Bupati, permohonan yang

~ diagjukan oleh Kepala Desa akan dilakukan verifikasi
oleh tim pendamping kecamatan, kerﬁudian di
asistensi oleh tim asistensi kabupaten selanjutnya di_'
teruskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kahupaten Boalemo dalam bentuk

rekomendasi untuk proses selanjutnya;

e




{4) Berdasarkan Telaahan Staf | dan - Permohonan -
sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 Ayat (3), Kepala ~
BKAD menerbitkan SP2D ' sebagai dasar penyaluran
ADD dari Rekening Kas Umum Daerah Ke rekening

Kas Desa mel_alui Transfer Bank Pemerintah;

Pasal 10

(1) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud
 pada pasal 9 ayat (4) dilaksanakan dalam 2 (dua)
tahap: o | __
a. Tahap 1 sebesar 75% dari nilai ADD keseluruhan "
tahun ber_]alan | '
b. Tahap 11 sebesar 25% % dari nilai ADD keseluruhan
tahun beljalan .

(2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagazmana dimaksud

pada huruf a dan huruf b sudah termasuk Penghasﬂan -

- Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa |
~dan Tunjangan BPD serta Insentif Lembaga -
Kemasyarakatan dengan perencanéan pencajrén

- dilakukan oleh Kepala Desa.

(3} Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harusf
mendapatkan persetujuan dari kepala Dinas Sosial
dan Pembé’rdayaan Masyarakat _dan' Desa berupa

Rekomendasi ke Bank.

Pasal 1'1 e
(1) Persyaratan ~ Penyaluran Alokasi Dana Desa
o sebagaiméné dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf -
" a terdiri dari: : _ '
a. Surat Kepala Desa . penhal Permohonan ADD '
Tahap 1 kepada Bupati Mel_alul__Camat_ dilampiri: |
1) Peraturan Desa tentang RPJMdesa; |
2) Peraturan Desa tentang RKPde_Sa_;
| 3} Peraturan Desa tentang APBdesa;
4) Peraturan Desa tentang SOTK Desa;




5) Keputusan Kepala Desa tentang. -
Pembentukan PTPKD; | o

6) Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Désa
(LPPDesa) tahun sebelumnya; | |

7) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBdesa Tahun sebelumnya;

8) Peraturan Desa tentang APBdesa tahun
berjalan; |

9) Tanda Terima (Kwitansi) ADD tahap 1 yang
ditandatangani oleh Kepala Desa bermaterai
sebagaimana  format  terlampir dalam
peraturan Bupati ini;

10) Rencana Anggaran Biaya (RAB} 100% dan
Tahap [ sebagaimana format terlampir dalam
perafuran Bupati ini;

11) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa
Tahap I;

12) Hasil Verifikasi Tim Pendamping Kecamatan
sebagaimana  format = terlampir dalam
peraturan Bupati ini;

12. Foto Copy Rekening Desa;

13. Foto Copy KTP Kepala Desa;

14. Foto Copy KTP Bendahara Desa; dan

15. NPWP Desa.

(2) Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa '
sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1} huruf
b terdiri dari: }

a. Surat Kepala Desa perihal Permohonan ADD

Tahap II kepada Bupati Melalui Camat dilampiri:

1) Laporan  Penggunaan ADD Tahap I
sebagaimana lampiran pertauran Buapti ini;

2) Tanda Terima (Kwitansi) ADD tahap II yang
ditandatangani oleh Kepala Desa bermaferai
sebagaimana  format terlampir .dalam

peraturan Bupati ini;




3) Rencana Anggaraﬁ Biaya (RAB}: Tahap II
‘sebagaimana  format  terlampir ‘dalam
_peraturan Bupati ini; e

4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. |
terhadap penggunaan Alokas1 Dana Desa
Tahap II; | -

5) Hasil Verifikasi ‘Tlm Pendampmg Kecamatan |
sebagajmana format  terlampir dal_am'-
- peraturan Bupati ini; " o

6) Surat  Pertanggungjawaban .Pénggunaan_' :
Alokasi Dana Desa Tahapl

7) _Fbto Copy Rekéning Desa;

8) Foto Copy KTP Kep.ala Desa; - |

9) Foto Copy KTP Bendahara Desa; dan.

10) NPWP Desa

Pasal 12

Penyanipaian Surat Pertanggungjawaban- Alokasi
Dana Desa Tahap : | |

a. 'I‘ahap I Paling Lambat Awal bulan J uh Tahun

Beljalan

b, Tahap II Paling Lambat Mmggu Pertama Bulan-

Januari Tahun benkutnya

BAB VI o
PENGAWASAN DAN EVALUASI -
Bagian'KeSatu B
Pehgawasan
Pasal 13

(1) Pengawasan secara internal oleh Kepala- Desa

secara rutin setiap bulan sekali dengan
melakukan pemeriksaan administrasi keuangan-

Alokasi Dana Desa;




.‘1-_ .

- {2) Hasil pemeriksaan dituangkan = dalam Berita .

Acara Pemenksaan Kas sebagalmana lamplran

Peraturan Bupatl ini

(3) Pengawasan oleh Masyarakat sebagai bentuk

- kontrol sosial terhadap p'elaksanaan ADD;

- (4) Pengawasan oleh unsur Inpektorat Kabupaten_ _

Boalemo sebagau pengawasan intern Kabupaten .

' Boalemo yang merupakan pengawasan umum'

a terhadap penyelengga.ran Pemenntahan Desa

(5) Pengawa_san oleh Pemenntah- Kabupaten dan
Camat sebagaimana diatur dalam Peraturan _'
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang .

‘Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 _

Tahun 2014 Tentang Peraturan 'P_elaksanaan' -

'. Undarig—U.ndang Nonﬂ_or_ﬁ Tahun 2014 Tentang
Desa, perlu = menetapkan . Tata Cara’
Pengalokasian, Pengunaan, Peméi'itauan dan
Evaluasi Alokasi Dana Desa

_ Bagian kedua _
- Evaluasi Alokasi Dana Desa
Pasal 14
(1) Bupati ' Boalemo Mengevaluas1 atas Tata Cara |
Pengalol_casaan Alokasi Dana Desa se_tlap Desa,
Pelaksanaan, Penyalﬁréh, dan .Penggunaan '
Alokasi Dana Desa; | o
(2) Evaluasi sebagaimana ._dimaksud:_pada ayaf (1) )
terhadap: ' o
a. Tata Cara Pengalokaman Alokas1 Dana Desa
b. Realisasi Penyaluran dan Penggunaan Alokasi:'.
Dana Desa. | | _
(3) Evaluasi terhadap tata cara -_Pe_n_gélokaé.ién. | |
-Alokasi Dana Desa setiap Desa oleh Bupa{ti' .
sebagaimana dima_ksud -pada_ ayat (2) huruf a
dilakukan untuk memastikan pembagian AlokaSi :
Dana Desa setiap Desa dilakukan sesuai dehgar_i."

Peraturan Pemndang—Undangan.




(4 Dalam  hal  terdapat ketidaksesuaian
penghitungan dan pengalokasian AlokaSi Déna' :
Desa, Satker Teknis selaku Pénanggu'ng Jawab -
melakukan  Penghitungan dan  membuat
. Perubahan Keputusan Bupati mengenéi
Penetatapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap

Desa.
Pasal 15

(1) Evaluasi Realisasi Penyaluran dan penggunaan
Aloaksi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Camat
‘dan dilaporkan kepada Bupati Boalemo dalam :
Bentuk Laporan;

{2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Bupati Boalemo setiap
Triwulan sebagaimana format terlampir dalam

Peraturan Bupati ini.

BAB VII
- PENATAUSAHAAN PENGGUNAAN ADD
Pasal 16

{1) Penatausahaan @ ADD  terintegrasi = dengan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBdesa
sehingga bentuk pertanggungjawabannya dalam
bentuk APBdesa; |

(2) Penatausahaan ADD dilakukan oleh Kepala
Urusan Keuangan; '

(3) Kapala Urusan Keuangan dalam melakukan
penatausahaan ADD berpedoman pada ketentuan
Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(4) Setiap  Pengeluaran atau pembayaran yang
terkena obyek pajak diwajibkan merhbayar_ pajak

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.




at

Pasal 17

(Y Penatalisahaan ADD berupa laporan

pelaksanaan - kegiatan dan ~ surat
' pertanggun'awaban dlserta,l dengan buktl buktl 5
pengeluaran  dilakukan oleh Kepala. Urusan

Keuangan dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa;:

(2] Kepala ~ urusan - Keuangan R _I_nelaporkan _

_ pelaksanaan kegiatan penatausahaan ADD
kepada Kepala Desa setlap bulan; o
(3) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan
kepada Camat sehap 3 (tlga) ‘bulan sesuai format

lamplran Peraturan Bupat1 ini;

: _(_4) Camat melaporkan pelak_sanaan : pengelolaan' _

ADD képada Bupaﬁ yang meliputi 1apofan _

perkembangan fisik dan penggunaan ADD serta -

laporan permasalahan yang dihadap1

- 'BABVII
' SANKSI
Pasal 18

() Bag1 Pemerintah - Desa . yang tldak dapat_'-

melaksanakan keglatan - sesuai . dengan.

 ketetentuan Peraturan Perundang undangan'

' yang berlaku maka, akan dlberlkan sanksi

administrasi berupa teguran_ lisan _dan Jatau

tertulis termasuk pemotongan anggaran ADD ;

" (2) Sanksi sebagaimana'_dimaksud ‘dalam ayat. (1) :

- akan diatur dalam Keputusan Bupatl Boalemo. -

- BABIX
KETENTUAN PERALIHAN
' Pasal 19

' Pada Saat Peraturan. Bupati Ini- mulau Berla.ku
--maka Peraturan Bupatl Nomor 3 Tahun 2017 -'




| teﬁtang‘Tata Cara Pengalokasian, Pengorganisésian,'
Pénggunaan, ‘Pengawasan - dan Evaluasi “Alokasi
Dana Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2017 (Beﬁta
Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor
~ 612) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. ' _
- Agar = setiap orang  dapat _. ihengeiahﬁinya
meméﬂﬁtahkan pengundangén Peraturan Bupati 1n1
dengé_.ﬁ penempatannya dalam _Berita_ 'Daei_‘éh |

Kabupaten Boalemo.

. Ditetapkan di Tilamuta

Pada fanggal || Tebuan 2019
%/ BUPATI =€ - Qr’
|

‘ﬁmwxs MORIDU

 Diundangkan di Tilamuta

HUSAIN A. ETANGO | o ge
(BERITA DAERWH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR ...~ 2. )




